BABI
PENDAHULUAMN
A, Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemiln) sebagaimana amanah Pasal 22E UUD 1945
dilaksanakan berdasarkan asas lapgsunge, wimun, bebas rabasia, jujor dan adil,
dilaksanakan setigp 5 (lia) tabun sekali untok memilih Presiden dan Walkal
Presiden, anggota DPE, angpota DPD, angeota DPRD provinsi dan angeota DPRD
kabupateivkota. Sejak Pemnilu pertamma Tabun 1935 higga Pemibe 2019, Indonesia
telah menvelenggarakan 12 kali Pemiln legislanf Sedangkan Pemilian Umum
Presiden dan Wakil Presiden secara langsung untuk pettama kali dilaksanakan pada
Pemifu 2004 vang sebehimiva pemmiliban Preswden dan Wakil Presiden dipilih oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Meskcpun Indonesia telah
sangal berpenpalaman dalam pelaksapaan Pemdlu, namun perataran perundang-
undangan Pemitn dan penulihan terus diperbabami untuk meningkatkan kmalitas
dempkrasi di masa yang akan datang.

Untok menyukseskan pelaksanaan Pemilu, dibentuk lembaga penvelengaara
Pembun vang terdm dann KPU., Badan Pengawas Pemulu, dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemiln sebagan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Penulu untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Dasrah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan untok memibih anggota Dewan Perwalkilan Rakyat
Daeral secara langsung. Dasar kum pembenmkan penvelenggara Peouln diafir
pada ayat {5) Pasal 22E UUD 1945, bahwa “Pemilihan umum diszlenggarakan oleh

sati komis: pemilihan wnmm vang bersifat nazsional, tetap dan mandirt”, Ketentuan



tentang lembaga penvelenggara Pemihu, tugas, kewajiban dan wewenangnva diatur
secara mendetail dalam Undang-undang Nomor 7 Tabam 2017 fentang Pemiha.

Lembaga penvelenggarasn Pemibu terdin dann KPU, Bawasln dan Dewan
Kehormatan Pervelenggara Pemiln (DEPP), Bawasln sebagai lembaga pengawas
Pemilu vang berdasackan Undang-undang Penulu bertugas melakukan pencegaban,
pengawasan tahapan pemile dan mwenindaklamut dugaan pelanggaran Pemilu serta
melaksannkan tgas-tupas lan sebagaimana diate dalam peraturan perandang-
undangan. Letubaga pengawas Pemihe secara hierarkis terdirs dari Bawasla Fepublik
Indonesia  (Bawashi), Bawaslu Propmsi’ Paowaslih  Provinsi  Acel,
BawashuPanwaslih  Kabupaten' Kota, Panitia Penpgawas Pemilihan Umum
Eecamatan (Panwashi Kecamatan), Panwashi Keluraban/Desa (PED), Porenslu
Luar Megeri dan Pengawas Tempat Pemmngutan Suara (PTPS) Momenklatur
kelembagaan penyvelenpgears Peonila di Acel sebagaimana disebutkan pada Pasal 357
Undang-Undang Momor 7 Tabun 2017 terdirt dan Pamtia Pengawas Pemliham
Provinsi Aceh (Panwaskh Provins:i Aceh) dan Pamtia Pengawas Pemmlthan
KabupatenFota (Pamwaslih Kabupaten ota) merupakan satn kesaman kelembagaan
vang merarkis dengan Bawashe, sedangkan Komusi [ndependen Pemulihan Provinsi
Aceh (KIP Provins: Aceh) dan Komisi Independen Pemmliban Kabupaten®ota (KIF
Kabupaten'Kota) merupakan satn kesatan kelembagaan vang hierarkis dengan
KPLU

Sebapgaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Eomisi Peoulihan Unnm (PEPLT)
Momor 3 Tabmn 2022, bahwa tahapan Pemilu Talun 2024 terdin dan sebelas

talapai, yaiu



4. perencanaan program  danm  anggaran  SeIta  penyusunan  peraturan
pelaksanaan penvelenggaraan Pemiin;

penmitakinian data pemilih dan penyusunan dafiar pemalily;

pendaftaran dan verifikasi peserta Pemiln:

penetapan peseria Pemmiln;

penetapan umlah kursi dan penetapin daerah pemilihan;,

pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR. DPD, DFED
provinsi, dan DPED kabupatenkona,

masa kampanye Pemilu;

masa tenang;

permmngutan dan penghitungan suarm;

penetapan hasil Pemniln, dan

pengucapan sinpah’pangl Presiden dan Wakil Presiden serta angpota DPR,
DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupatenkota.

- E

i

Darr sebelas tabapan dunaksud, penelifian un dilakokan klusus pada tabapan
sebagammana disebutkan pada lwmmf (¢) diatas yatu tahapan pendaftaran dan
verifikas: peserta Pemila. Berdasarkan PEPU Moinor 3 Talum 2022, tabapan Pemilu
Tatmn 2024 dilaksanakan vmlai tangeal 14 o 2022 hingga 20 Oktober 2024
denpan pengucapan supah’ janp Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada
tanggal 20 Oktober 2024 dan pengucapan sumpaly) janji angeota DPR serta anggoda
DPD dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2024, sedangkan pengucapan sumpah' jamp
angpota DPRD Provingn dan angpota DPRD Kabupaten' Kota disesumbom dengan
akhir periode masa jabatan pads masing-masing kabupatenkota. Dengan dennikiag,
jika dihitung dan tahapan pertama hingga sclesal, mmlah masa pelaksanaan tahapan
Peombu 2024 lebib kurang 860 hari kabender.

Tahapan pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemmly Tabun 2024
dilaksanakan mmlar tanggal 29 Tuli hmgga 13 Desember 2022, Hal i karena tahapan
dimaksud harus pmla dilaknkan paling limbat 18 (delapan belas) bulan sebehun lar
pemungutan sware sebagaimana ketemtuan Pasal 176 ayat (4) Undang-Undang

Womor 7 Talun 2017, Pengawas Pemmlu kendaknyva melakukan pengawasan desgzan



maksimal agar peliksanaan pengawasan tersebut berfungsi dalam mencegah
tempadinya pelanggaran, Abhan mengungkapken balvava, “Untuk melaksanakan tugas
pengawasan, Bawash agar dapat memberkan peran pentimg dalam melakukan
pencegahan maka Bawasin hams mampu memaksimalkan fimgsi pengawasanmya™,!

Sebehun  ditelaphkan  sebagai peserta Pemilu, partai politik  melakukan
pendaftaran dan dilakukan verifikasi oleh KPU pada masmg-masing tingkatan
sehmpea menjadikan tabapan mi sebapai salah satn tahapan Kmsil yang proses
pelaksanaatnva renfan tegadi pelanggaran Jdan berpobensi munculnva sengheta
proses antara panal cilon peseria Pemilu dengan KPLT di masing-inasing tmgkatan
Untuk i pula proses pelaksanaannya diawasi secara berjenjang oleh Pengawas
Pemifn sebagaimana amanah Pasal 180 avat (1} UU 72007, babwa “Bawaslo
Bawasly Provinsi dan Bawasln Kabupaten’ Kota melakukan pengawasan atas
pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserfa Pemilu vang dilaksanakan oleh
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota™.

Mengmgai tahapan pendafiaran, verifikasi dan penetapan partai politik
peserta Penmlby terdiri dari 4 (emypat) sub-tabapan sebagaimana ketentnan Pasal 4 ayat
(1) PEPU MNomeor 4 Talum 2022, bahwa “Tabapan pendaftaran, venfikasy dan
penetapan Partar Politk - peserta Pemmhn melipufi: 2. pendaftavan; b venfikas:
admimistrasi; . verifikasi faktual; dan d. penetapan™. Penelitian ind difokuskan untuk
mengetalig  fungsi pencegahan  pelanggaran  yang dilakukan oleh  Pamwashh

Kabupaten  Bmeunen  pada  venfikasi adnunistrasi dan verifikasi  faktual

U Abhan, et, al. Buky ! Desain Pengmeasan Pesilibm Seremink, Bawnsln Republik
Tnsbemesan, 2020, Idm, 76



kepengurusan dan keanggotaan partal politik calon peserta Permiln Tahun 2024 di
Kabupaten Breuen.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis terarik otk melakukan
penelitian dengan judul Fungsi Panitia Pengawas Pemmliban Kabupaten Bireuen
Dalan Pencegahan Pelanggaran Tahapan Pendaftaran Parfai Politik Calon Peserta
Pemiln 2024 i Kabupaten Birenen Alasan dipilibnva judol tersebut karena
pencepabnn pelanpraran merupakan salah satu mpas Bawashy' Panitia Pengawas
Pepulibhan  Kabupatesy' Eota secara unmun dan Pandtia Pepgawas  Pemniliban
Eabupaten Bieuen pada khnsusnya, bal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 101 haouf
{a) Undanpe-Undang Nomor T Talun 2017, disebutkan balwa Bawashi Kabupaten/
Eota berfugas melakmakan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten' Kota
terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Penuhu.

Lebih Jangut, pada Paszal 7 avat (1) Peraburan Bawaslu Nowmer 3 Tahun 2018,
disebutkan bahwa “Pengswasan proses tahapan peloksanaan pendaftaran dan
Verifikasi Partai Politik calon Peserta Penuln dilaksanakan melaln pencegaban dan
penindakan”, Selanjutnva, pada Pasal 10 Peraturan Bawash Nomor 3 Tabin 2018,
disebutkan bahwa;

Bawaslo, Bawashh Provinst, dan Bawashh Kabupaten®ota  melakukan

pengawasan lethadap pendafiaran Partal Politik calon Peserta Pemiln dengan

CaTa;

a. mendapatkan salinan dokumen persyaratan dan akses ke dalam sistem
informasi Partai Politik; dan

b.  memeriksa Kesesuman data salinan dolumen vang dimasukian ke dalam
sistermn informast Partan Politik  dengan dokumen  persvaratan yang
diserahkan Partai Politik calon peserta Pemilu pada saat pendaftaran.

Memuuk pada ketentvan burnf (b) Peraturan Bawash diatas, dokwmen

persyaratan diserabkan partar politik pada saat mendatiar sehingga dapat dicocokkan



dengan dengan dokumen yang dinggah dalam SIPOL, berbeda halnya dengan
ketentuan Pasal 13 Peratiran KPU Momor 4 Talwm 2022 yang menyebutlkan babmwa
dokumen fisik diserabkan partal polink kepada semua KPUT (Gngkat pusat) dan
diunggal dalam SIPOL Dengan demikian, tidak terdapat kewajibam bagi partai
politik tmegkat kabupatenbota unbuk messerahkon dokwmen fisik syarat pendaffacan
kepada KEPUVKIP Kabupatenvkota sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2)

PEPU 4 Tahun 2022, vaiti:
(1} Partai Politik calon peserta Peiniln melakukan pengisian data dan

peteungeaban dokummen persyvaratan ke dalam Sgpol.
{2} Data dan dokumen pessyaratan sehagmimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. dafa dan dokumen mengenai Peupas Penghubung dan Adman Sipol,
b g:l'rla dan dokumen mengenai persyaratan Partai Politik calon peserta
Pemiln

Ketentuan vang sam juga ferdapat pada Bab IIT Keputusan KPU Nomor 282
Talmn 2022 babwa dokumen fisik diserahkan kepada EPU. Dard 3 (tiga) peraturan
penmdang-nmdangan diatas, terdapat perbedaan nomma tentang bentuk doknmen
persymalan pendaftaren olel partag politik antara Peraturan Bawaslu Nomor 3 Talom
2018 dengan Peraturan KPU Nomor 4 Talwm 2022 dan Keputusan KPU Nomor 292
bahwa ketentuan kewapban partai untuk mengunggah deokwmen  persyaratan
pendafaran partai politik ke dalam SIPOL dan penyeralun dokumen dalamn bentuk
fistk hapva kepada KPU, sedangkan KPU/ KIP Kabupaten'kota  dilakukan
berdasarkan data vang terdapat dalam STPOL. Berdasarkan senumlab ketentuan
sebagammana disebuikan diatas, bagaimapakah pelaksanaan tugas dan fngsi
pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Bmreuen pada

venfikas: patan politik calon peserta Pemmht Tahon 2024 1 Kabupaten Bueuen?.



unmk menjawab pertanvaan tersebut, peneliti tertank untuk melakukan penelitian
untuk mengetalmn dan menganahsis fungs: pencegrhan pelanggaran yang dilakukan
Panwaslih Kabupaten Birenen pada venfikazi partai politik calon peserta Pemilu
Tabmn 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemlihan (KIP) Kabupaten

Birenen

B. Rumusan Masalah

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana telah dnwmikan pada latar
belakang masalah, pemhs mengdentifikas: 2 {dua) mmnsan masalah dalam
penelitian in1, vamu:

1. Bagannapakah pelaksanaan fungs: pencegahan pelngsaran vane dilakukamn
Pandia Pengawas Penuliban Kalmparen Bueven pada fabapan pendaffaran
dan verifikasi partai politik calon peserta Pennlu 2024 di Kabupaten Bireuen?

2. Tantanean apa saja yang dibadapi Panitia Pengawas Pemiliban Eabupaten
Bircuen dalam mencegah tenadmya pelanggaran pada venfikas: partan palitik

calon peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Bivewen?

C, Tujuan Penelitian
Berdasarkan  permasalahan  diatas, hijuan yang hemdak dicapar dalam
penelitian ini, vai;
1. Untuk mengetabm dan menganalisis fungsi pencegahan pelanggaran yang
dilakukan Panitia Pengawas Pemiliban Eabupaten Birenen pada talapan
pendaftaran dan wverifikasi pamail politik calon peserta Pemilu 2024 di

Kabupaten Boreuen.



2. Untuk mengetabmi dan menganalisis tantangan wvang dibadapi  Panitia
Pengawas Pemmbhan Kabupaten Bmenen dalam  memcegah  tegadinya
pelanggaran Pemilu pada verifikasi partai politik calon peserta Penmby 2024

di Kabupaten Birenen

D). Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Praktis

Bahwa hasil penelitian mi diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi nujukan
ilmmh bagi mabasiswa, akademsi dan atan pemerhati kepemmhan dalam rangka
memperkava khasanah pengetabuan fentang fungsi pencegahan pelanggaran oleh
Panitia Pengawas Perniliban (Pamwasli) Eabupasten Breuen pada venfikasi paictar
politik calon peserta Penn Tahun 2024 di Kabupaten Birenen.
2. Manfaal Teorits

Balwa hasil peselitian mn dibarapkan dapat mempetkava referenst tentang
pentingnva fungs1 pencegahan pelanggaran pada tahapan pendafiaran parta polihik
cadon peserta Pemiln karena talapan tersebut merapakan sakah satu tahapan krusial
dalam Pemilu karena menjadi penentu bagi partai politik unfuk dinvvatakan lubus
schagal peserta Pemulu atan tidak. Pencegahan pelanggamn dilakukan untuk
memastikan pelaksanaan verifikas: dilabukan sesnal dengan Kelenfuan peraturan

pemmdang-undangan dan menghindan mupculnyva sengketa proses Pemil,

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kepemiluan telah dilakukan oleh banvak pihak batk berupa

dalam benmak pumal, skripsi maupun fesis yang pada pokok pembahazan dan olyek



vang berbeda-beda. Penelitian terdahulu vang berkaitan dengan kepemiluan, antara

farm:

]

Tests Michael Richand Swmbasn vang berjudul “Peran Badan Pengawas
Pemihn (Bawaslu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilw (Studi pada
Bawasly Kabupaten Simalungun)™. Tesis mahasiswa Universitas Medan Area
il membakas tentang peran Bawashu Kabupaten Simalungun Sumatera Utara

dalam penangasan tindak pidana Penilu *

- Tesis Bicky Oktadinata vang berjudul “Penvelesaan Hukum Techadap

Pelanggaran Admmstrasi Pada Tabapan Kampanye Pemiliban Kepala
Daerah”.* Tesis mahasiswa ko Universitas Sriwijava tersebut membahas
tentang peran Bawaslu Provms: dalam penyelesaian pelanggaran adminstrast

pada tehapan kampanye.

. Tesis Hetfa Manbayu vang berpudul “Penegakan Hulowm Pidana Terhadap

Kasus Polink Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umnm (Studi Kasus
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPFRD Talun 2009 D Kola
Payakumbuh)™,* Tesis mahasiswa Universitas Andalas ini membahas tentang
politik vang dan penegakan hnkwm terhadap kasus politik uang pada Permlu
2019 di Kota Pavalumbuh Sumatera Barat

Berdazarkan tiga judul karva miis ilmiah di atas, pemilis berpendapat balwa

terdapat perbedaan antara fokus dan objek penelitan tersebai diatas dengan

penelitian i vang berfokus pada fings: pencegahan pelanggaran vang dilakikan

2 b reposttoa & e ac g epul Tomdbe'1 234 5678915827, T Akses 25 Jamisari 2023
¥ httpesirepesitory amsriac WA S RARMA T4HI01_ 0200 2681519013 0012046302 00

27095104 01 FRONT REF pdf Diakses 27 Jammri 2023

A atip: ixchodar nmand. ac id/30821/. Diakses 22 Febman 2022
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oleh Panitia Pengawas Pemilihan Katupaten Bireuen pada pendaftaran dan venifikasi

parta politik calon peserta Permilu 2024 dh Kabupaten Bircuen

F. Kerangka Teord
I. Teon Pelmmpahan Wewenang

Hans Kelsen berpendapat bahwa pendelegasian norma hukum dianggap sah
jika diatur dalam aturan vang lebih tinggi, Keabsahan juga diperoleh melalui delegasi
dari norma hukum yang kebih tinggi Jagi, dan demikian seterusnva hingga mencapal
hasic norm * Artmya, dalam lnerarki peraturan perundang-undangan dapat mermlika
validity atau keabsahan jika norma hnkmm tersebut mendapatkan delegasi dari norma
vang ada di atasnya atan dad vene lebils tingel secara sahe Selin o, pendelegasian
wewenang juga dapat dilakukan oleh suat lembaga kepada lembaga dibawaluiya
denpan ketentuan pemberi delegasi dan penerima delegasi merupakan lembaga yang,
hierarkis.

Indonesia sehagal negara yang menumung tingg supermast hukwm wntuk
mewwndkan kesepahirensan dan ketertiban masvarakamya serta mencegah terjadnya
penvalabpunaan wewenangan oleh penvelengears negara. M. Akil Mochfar dalam
ceramah knemya pada acara Semmar Nasional untuk menyambut han ulang talmn
Komps Al Himpunan Mabasiswa Islam (KAHMI) yang ke-47 di Birawa
Ballroom Holel Bidakara Jakarta, diampaikan babwa, “Supremasi  huakum
mernpakan upayva mencgakkan dan menempatkan lmlum pada posisi tertingg,

Dengan menempatkan bukum sesual tempatova, hokum dapat melindung: selumhb

Y htipssthocks google. e id ook sPid=0 ] ERgDXERke C&printsec=fronteoverdshl=id&sour
ce= ghs_ge_summary_rfoni=08v=mepagefogf=fals= Makses 13 Aprl 2023
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Warga negara tanpa adanya intervensi oleh dan dan pihak mamapun, termasuk oleh
penyelenggara negara”

Kekuasaan atan wewepang vang diperoleh secara formal melalul peratoran
pemmdang-undangan  lazim disebwt sebagai pendelegasian  kewepangan dar
pembentl undang-undang kepada badan ataw lembaga ferfentu. Dalam peraburan
pemndang-nndangan juga sering ditemmii perindal untuk membuat pengaturan lebih
fanper kepada badan lembapa sebapai peranpkat lmdomn vang lebih rendab dar
undang-undang. Bawasln sebagai lembags pengawas Pemiln  vang  dibentuk
berdasarkan undang-undang Pemilu dibebankan tugas, kewajiban dan wewenang
tennasuk Kewenangan untuk membuat peratian sebagai tunuman dari Undang-
undang Pemilu yaifu Peratiran Badan Pengawas Pemilu, hal i dapat ditennn pada
Pasal 486 U717 72017 ayat (11) babwn, “Ketentuan lebth lanjut mengenan Gaklmdu
diatur deppan Peraturan Bawash”, Kewenangan membenfuk Persfuran oleh Bawaslu
merupakan kewenangan atribusi begitu juga halova bagi lembaga selain Bawash
vang diberi kewenangan oleh imdang-undang untuk membentuk peraturan funman
undang-undang dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan negara. Wewenang
atmbusi uga ditemnn dalam Undang-undang Momor 30 Tahun 2014 fentang
Admnestras: Permerintahan,

Dewa Gede Atmadja menpungkapkan balwa, “Dalam literatur bukuom

admimistras: dikenal tiga cara perolehan wewenang atau kewenangan secara

¥ hitpes;wesrwe mikrid mdex, plip Tpe ge=weh. Beniafid =852 3, Diakses 20 Jan 2023,
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bermrutan yaiu atribusi, delegasi, dan mandat”™’, Cara mempereleh wewenang
tersebut dyabarkan sebagai berkut:
a) Atnbusi

Atribusi diartikan sebagai delegasi kewenangan oleh pembentuk nndang-
undang kepada lembaga’ badan atau pejabat negara balk kepada badan atau lembaga
pemerimtahan vang telah ada atauw vang baru dibentuk uomk melaksanakan
kewenangan atribuse tersebut. Philipus M. Hadjon (dalam Dewa Gede Atmadia)
mnenjelaskan balvwa mitisart dadi teord atribast vaitu sebagad berikut:

1. Ambusi vaitn pembenan wewenang dan pemerintahan untuk membuat

kepumsan (besinir) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Amribusi vaiu wewenang terteniu yang dibentuk oleh pembuat andang-
undange  dan  didistribuskan  kepada  suatn badan  atan  Jembaga
pemerintzhan untuk dilaksanakan.

3 Wewenang atmbusm dibmat dan  didistribosikan kepada  pihak yang
ditetapkan dalan Undang-Usndang Dasar 1945 "

Wewenang atnbus: banvak ditermii dalam Undane-Undang 7 Talun 2017
diantaranya Pasal 95 tentang wewenang Bawashn, Pasal 99 tentang wewenang
Bawash Provmsi, Paal 103 lentang wewenang Bawasln KabupatenKota
b) Delegasi

Delegast merupakan pemberian wewenang kepada badan atan pejabat yang
dilakukan oleh pejabat pemermtah pemegang wewenang atnbusi. Delegas: diartikan
sebagal pembenan atau distnbusi wewenang kepada penerima delegasi vang
dilakukan oleh pembat pemenntahan. Setelah distmbusi wewenang terschut, maka
penetima delegasi sepenuhoya bertanggnngjawab terhadap delepasi Kewenangan

vang 4 tenma. Delegasi kewenangan sama halnya dengan distmibusi vaitu harus

"Dewa Gede Annaja das I Nyounas Puru Budiaria, Teori-Teord Hukown, Malapg, Sctars Press,
2018, hilm 1586
"Thid
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dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Terdapat 5

(hma) syamat dalam delegasi vang terangkum dan berbaga sumber, vaitu:

Delepasi hanys dapat dilakukan jpka diatur dalam ketentuan peraturan
penmdang -undangan.

. Delepgasi bersifat defindtif, petbert delegasi tudak dapai gl mengeunakan

sendiri wewenang yang telah diberikannya kepada piliak lain

. Delepasi dilarang diberikan kepada bawahan' hierarki kepegawaian.

. Penerima delegast berkewajiban wiiuk meenyvainpakan laporan kepada

pemberi delegasi dam pemberi delegasi berwenang untuk meminta

penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.

. Tersedianya jukms vang jelas bagi penerima delegasi dalam imenjalankat

WeWenang tersebut.

Salah satu contol delegasi vait sebapgnimana disebutkan pada Pasal 439 avat

(6) UL 72017 bahwa, “Ketentuan lebih lanjut mengena: bentuk dan format tanda

pengenal pemantan Pemiln diatur dalam Peratman Bawaslu” Selanjutnya, Abhan

mengungkapkan bahwa, "I Indonesia pepgawasan Pemiln didelegasikan kepada

lembaga formal dengan nomenklatur Badan Pengawas Pemiln { Bawasln)™.?

o] Mandat

Mandar mempakan salah satu benmik penyerahan wewenang dari badan atan

pejabat pemermtahan kepada bawahannva. Penerima mandat bertmdak atas nama

pemben mandal, Secara teortis, HD Van Wik! Komjpenbelr mengnngkapkan mfi

darl mandat yakmi sebagai berilout:

! Abhan, et, al, Bk [ Desem Pragavasen Perrdiben Sereriok, Bavashe Bapobiik Indonssi,
20l 76
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1. Mandat temadi bila organ ataw badan yang memiliki wewenang
pemerintahan tertentn (atribugi daw defegasd) tidak dapat menangani
serndin wewenang tersebut.

2 Mandat dapat diberikan kepada pegawar dibawah pembert mandat yang
diperintabkan  untuk  menjalankan  mandat  dengan  mengatasnamakan

pemberi mandat,
3. Mandat dapat diberikan kepada bakan bawalan pember: mandal dengan

ketetiminn  mandataris menerima  pemberian  mandat, wewenang yang
diberikan adalah wewenang sehari-bary, dan pemberian mandat fudak
bertentangan dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan

4 Meskipm wewenang iu dilaksanakan okh penerima nmndat, namun
keputuzan yang ditetapkan metupakan keputusan organ atau badan‘pejatbat

pemiberi mandat.

3. Pemiberi mandar masili dapat menangani sendiri wewenang vang telah
dimandatkan kepada pibak Jain dan dapat memberikan segala pemnjuk
kepada para mandatarisnyva. Secara yoridis, pemben mandat berfangeung
mwab dan bertanggung gupgat atas tmdakan atan keputusan yang diambal
olels penerinna mandat. '

Dani wramn pendapat disfas, dapat ditarik  kesiopuban babwa  terdapat
perbedaan  tangpung  jawab  dan  fangung  pugat  dan  masimg-n@sing  penis
pendelepasion wewensme. Dalain Undimp-Undang 7 Talum 2017 sendii terdapar
beberapa jenss pelimpaban Kewenangan yaitu  ateibuosi, debezasi dan mandat.
Pendelegasian wewenang juga difenmkan dalam  beberapa Peraturan Bawaslu

terrnasik Peratan Bawasle Momor 5 Talmn 2022,

2. Teon Pengawasan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan babwa “Pengawasan™'' diartikan
sebagal penilikan dan penjagaan. Selain pengertian dari Kamus Bahasza Indonesia,
pemibis pega merangkum beberapa pengerban pengawasan dar smnber lamnya, vaitu

sebagal eridouf:

I Do Ghede Atmaga das 1 Nyooan Pam Budiartlss, TearsTeord Hukum, Malang, Setar
Press. 2018 hlm 158,

NDepdiknas, Kamur Besar Bahasa fndmnesta Puses Batese Bdisi ke Empar, Gramedin Postokn
Ultamsn, Jakarta, 2008, hlm. 105,
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1. Dalam ketentnan umum Peraturan Bawash: Nemer 5 Tabun 2022
disctmtican babwwa pengavasan merpakan segala upaya untuk melaknkan
pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemila dan senghketa
proses Pemiln vang berfuman unmk memastikan persiapan  dan

pelaksanaan Pemaly sesuai dengan ketentuan perundans-undangan.

| ]

Supanto, mendefmisikan balwa pengawasan sebagal segala usaba atau

kegmtan Dermujuan unfuk  mengetaling dan menilad kenyatasn  yang

sebenartiva mengenal pelaksaman tugas atan kegiatan, apakal sesuar
dengan vang semestinya atau tidak, "

3. Manullang, menvebutkan bahwa pengawasan merupakan suatm proses
untuk mengetabn seaul mana pekerjaan telah dilaksanakan, menilamva
dan mengoreksi agar pelaksanaan pekerjaan sesunn dengan rencama
L

4 Dale (dalam Winardi), mengungkapkan bahwa pengawasan tidak hanya
melihal  sesuatn dengan  seksmma  dan  melaporkan hasil  kepiatan
mengawasi, tetapl  juga mengandung &t memperbaiki  dan
melmruskannya sehmgge mencapal tyman vang sesual dengan apa yang
direncanakan, ™

Dari beberapa pendapar diatas, disimpulkan bahwa pengawasan mempakan

suatn proses yang dilakukan oleh swatu manajemen wnfuk mengetalnn  dan

UPasal 1 avat (1) Perbawashs 2 Taling 2022 rentang Pengawasan Penyelenpgarsan Pemilu.

Supmtn, oeonr Daereh Yang Meate den Berianggrvg Joviab, Sinar Grafikn, Jakarin, 1985,
Tl 19,

¥ Manulang, Dosor-dosar Marafenen, Gadiab BMada Universaty Press, Yogvakarta, 2012, Idin
1789,

= nardy, Kepenvdmgpiran Dl Mawafemen, Rineka Cipta, Takarta, 2000, hho 15
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memastikan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesual perencanaan dan ketentuan
vang fclah ditetapkan  schelimmya, mencegah terpdmya  pelanpggaran  dengan
menvampaikan saran perbaikan (untuk memperbaiki) serta mengambil tndalan
terhadap pelanggaran yang telah terpadi. Dengan adanya pengavasan dapat diketalnn
sampai di mana pelaksanaan, buobatan dan kejadian lamnva darn sebualy kegiatan,

Pengawasan memiliki fongsi penting dalam sebnah manajemen sehingga
pelaksanaan suatn kegiatan dapat dikontrol agar tetap pada patron dan sesuai dengan
perencanaan  wvang felalb douwmuskan  sebelummya secara efeknfl dan efisien.
Pengawasan pada dasamya diarabkan sepemmbnya wntuk menghmdan ferjadinya
pelanggaran atan penyimpangan tethadap tjuan vang hendak dicapai

Jubanta Saputra metginkapkan babwa pengawasan terdinn dari 4 (emgpat)
macam yaitn pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, penpawasan melekat
dan penpawazan masvarakat'®. Adapun pengawasan melakat merupakan salah jenis
pengawasan yang digunakan oleh pengawnas Pemiln dalam memalankan tugasnya
mengawasi tahapan Pemile. Pengawasan melakal diartikan sebagar serangkaian
proses pengamatan vang dilakukan oleh pengswas Pemilu terhadap pelaksanaan
suatu tahapan Pemmlu yang bertuman untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan
oleh Komusi Penuhihan Unmm sesuar masing-masing tingkatan dilakukan sesuan
dengan prosechwr dan ketentuan peraturan penmdang-undangan Jadi, pengawasan
melekat merupakan salah satn pelaksanaan mgas vang berfungsi untuk memastikan
pelaksanaan suatu keoiatan sesnai dengan perencanaan gung mencegal tenadinya

pelanggaran

® Yoliaoty Saput, Brtps:dmabnkum, nin-sukn, ac.ididbolom) detail 44 2 fongsi-pengnwa san-
lingkup=hukm-admmistrasi-negare. dinkses fnnggal 15 Seplember 2023



